il

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA KUSUMA
TENTANG

PEMEERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 415.4/03/KB/1/2023
NOMOR : 01/LBHSK/1/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua

puluh tiga (09-01-2023) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. EISTI’ANAH . Bupati Demak, berkedudukan di Jalan Kyai
Singkil No.7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tehun 2020 di
Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa
Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama jabatannya
serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten
Demak, sclanjutnya disebut scbagai PIHAK
KESATU.

2. FATKHUL MUIN : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya
Kusuma, berkedudukan di Desa Bulusari
RT. 04, RW. 02 Kecamatan Sayung Kabupaten
Demak berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-0053445.AH.01.07 Tahun 2016 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Surya
Kusuma, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama jabatannya serta sah mewakili
Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah
berdasarkan Undang-Undang Nomor O Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten

Demak Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021
tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan

Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang seclanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab
dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten
Demak.

bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Bantuan Hukum yang
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum
yang sudah terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat
untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Demak dengan syarat dan ketentuan
sebagai berikut :



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK
untuk melakukan kerja sama dalam pemberian bantuan hukum hagi
masyarakat miskin di Kabupaten Demak.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi hak bagi

penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan

terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi masyarakat
miskin di Kabupaten Demak.

BAB II
OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian bantuan hukum bagi
masyarakat miskin di Kabupaten Demak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian bantuan hukum
bagi masyarakat miskin di Kabupaten Demak secara litigasi dalam penanganan
perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha negara.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4
(1) PARA PIHAK scpakat dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan
diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

(2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada

Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang membidangi.

BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan
Bersama ini dibebankan pada PIHAK KESATU.



BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 1 (satu) tahun

anggaran dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 7

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada
peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa
terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada
institusi PARA PIHAK.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal,
bulan dan tahun sebagimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat
dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

o SEPLLUM EIBU RUPAH
- &

FATKHUL MUIN




BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 1 (satu) tahun

anggaran dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 7

(1) Kescpakatan Bersama ini beraklils alau Latal demi hukum apabila ada
peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa
terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada
institusi PARA PIHAK.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal,
bulan dan tahun sebagimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat
dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
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BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 1 (satu) tahun

anggaran dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023,

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 7

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada
peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang

tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa
terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada
institusi PARA PIHAK.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal,
bulan dan tahun sebagimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat
dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

g

FATKHUL MUIN

Jabatan Paraf

1. Sekretaris Daerah

2. PIlt. Asisten Pemerintahan {

dan Kesra
3. Ka. BPKPAD L

4. PIlt. Ka. Bapelitbangda U W

5. Kabag. Hukum :
6. Plt. Kabag. Pemen’ntahand\
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BUPATI DEMAK

SURAT KUASA
NOMOR: 415.4/05/SKB/1/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :
a. Nama : dr. Hj. EISTI’ANAH, S.E.
b. Jabatan : Bupati Demak

MEMBERIKAN KUASA
a. Nama  : KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.

b. NIP : 19700708 199503 2 003

c. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Demak

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai
tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Demak dengan Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma tentang
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Demak
Nomor 415.4/03/KB/1/2023, Nomor 01/LBHSK/1/2023, tanggal
9 Januari 2023.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Demak, 10 Januari 2023

Penerima Kuasa, Yang Memberi Kuasa,

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Demak

- ‘P’“ﬁlblp{a .ngka.t I
NIP‘ 1970,0’7-98’ 99503 2 003
T4

Jabatan

1. Sekretaris Daerah

2. PIt. Asisten Pemerintahan
dan Kesra

3. Plt. Kabag. Pemerintahan

Jalan Kyai Singkil Nomer 7 Demak Kode Pos 50511 Telepon (0291) 635328 Faximile (0291} 685625

hitp/Aaway.demakkab go.id e-mail : serda@demakkab.go.id




BUPATI DEMAK

SURAT KUASA
NOMOR: 415.4/05/SKB/1/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :
a. Nama : dr. Hj. EISTI’ANAH, S.E.
b. Jabatan : Bupati Demak

MEMBERIKAN KUASA
a. Nama  : KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.

b. NIP : 19700708 199503 2 003

c. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Demak

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai
tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Demak dengan Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma tentang
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Demak
Nomor 415.4/03/KB/1/2023, Nomor O01/LBHSK/I/2023, tanggal
9 Januari 2023.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Demak, 10 Januari 2023

Penerima Kuasa, Yang Memberi Kuasa,

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah pe BUR:A’;I\ EMAK
_Kabupaten Demak D

KENDARSHMRIANI, S.H., M.H. droHj. HISPPANAH, S.E.
. Pembina Tingkat I =
NIP.'197007087199503 2 003

Jalan Kyai Singkil Nemor 7 Demak Kade Pas 50511 Telepon (0291) 685320 Faximile (0291) 685625
hitp/Mww.demakkab.go.id e-mail : setda@demakkab.go.id



